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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka memberi pedoman tata cara
pemberian izin sementara untuk melakukan pengangkutan
dan penjualan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, Pasal 81, dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41
dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5282);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5142);

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal
18 Oktober 2011,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan
Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk
Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1022);
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9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai
Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN
KHUSUS DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUP
Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi
kelayakan.

Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi, yang selanjutnya
disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan
studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin
untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah
pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP,
adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut
WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, adalah izin
usaha vyang diberikan kepada perusahaan untuk membeli,
mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha
yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut,
mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang
mineral atau batubara hasil olahannya.

Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan
untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk
memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pengangkutan adalah kegiatan wusaha pertambangan untuk
memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang
dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat
penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil
pertambangan mineral atau batubara.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang
pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang selanjutnya disebut RKAB,
adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan oleh
pemegang IUP setiap tahun takwim pada bulan November.

Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin yang
diberikan sebelum perusahaan mendapatkan IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagai persyaratan
dalam pengurusan perizinan dari instansi terkait dan persiapan
dokumen lainnya.

Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan
perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka
penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan
bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi,
radio aktif dan batubara.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang
selanjutnya disebut PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia
untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
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Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

Izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara terdiri
atas:

a. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
b. 1UP Operasi Produksi untuk penjualan;

c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan
penjualan; dan

d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian.

Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada
perusahaan pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi mineral
atau batubara.

IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diberikan kepada perusahaan yang berbentuk Badan
Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan.

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan
IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d diberikan
kepada perusahaan:

a. Badan Usaha;

b. koperasi; dan

C. perseorangan yang terdiri atas:
1. orang perseorangan;
2. perusahaan komanditer; dan/atau
3. perusahaan firma.

Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis lzin khusus di bidang
pertambangan mineral dan batubara.

Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) izin dari masing-
masing jenis lIzin khusus di bidang pertambangan mineral dan
batubara yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
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